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Abstract

This research aims to assess the implementation of corporate social responsiblity/CSR based on the Law 

Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises.This research is juridicial sociological legal or empirical 

descriptive legal research. Type data used are primary data and secondary data, source of data used 

are source of primary data is the result of interviews and source of secondary data namely the study 

of documents or library materials. Data collection techniques is by interviewing respondents who are 

competent and supported by leterature study. The analysis technique used is the qualitative methods.

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) has been carrying out corporate social responsibility/CSR in 

DFFRUGDQFH�ZLWK�/DZ�1XPEHU����RI�������ZKLFK�LV�VSHFL¿FDOO\�UHJXODWHG�E\�WKH�5HJXODWLRQ�RI�WKH�0LQLVWHU�

of State-Owned Enterprises Number PER-07/MBU/05/2015 with the activities of the Partnership and 

Community Development Program encountered quite fathomable PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

in the implementation of corporate social responsibility/CSR is divided into two, namly the Partnership 

3URJUDP��DPRQJ�RWKHUV��WKH�GLI¿FXOW\�ORRNLQJ�3DUWQHUV��WURXEOH�¿QGLQJ�D�ORDQ�GDWD��QRW�DOORZHG�WR�VHL]H�

FROODWHUDO��ZURQJ�SHUFHSWLRQ�RI�WKH�SXEOLF��&RPPXQLW\�'HYHORSPHQW�3URJUDP�VXUYH\�WKH�SUREOHP�LV�WKH�

GLI¿FXOW\�LQ�SODFH�
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR 

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data  meliputi data primer 

dan data sekunder, sumber data meliputi sumber data primer yaitu hasil wawancara dan sumber hukum 

sekunder yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada 

responden yang kompeten yaitu Staf Pelaksana Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. 

Pelabuhan Indonesia III (Persero) didukung dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan 

yaitu metode kualitatif.PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah melaksanakan tanggung jawab sosial 

perusahaan/CSR sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang 

diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang 

Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. 

Tangung jwab sosial perusahaan/CSR PT. Pelabuhan Indonesia dilaksanakan dengan bentuk kegiatan 

berupa Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Kendala yang dihadapi PT. Pelabuhan 

Indonesia III (Persero) dalam pelaksanaan tangung jawab sosial perusahaan/CSR dibagi menjadi dua, 

yaitu Program Kemitraan, antara lain: kesulitan mencari Mitra Binaan; kesulitan mencari data pinjaman; 

tidak diperbolehkan sita angunan; salah presepsi dari masyarakat. Program Bina Lingkungan kendalanya 

yaitu kesulitan dalam survey tempat.

Kata Kunci: tanggung jawab sosial perusahaan, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), kendala

A. Pendahuluan

Sebelum era globalisasi saat ini pertumbuhan 

ekonomi dalam rangka pembangunan nasional 

sangat penting bagi suatu negara. Salah satu 

pendorong pembangunannasionaladalah 

pelaksanaan usaha berbagai perusahaan.

Perusahaan pada umumnya berdiri ditengah-

tengah masyarakat dimana perusahaan tersebut 

memasarkan hasil produksinya untuk memperoleh 

keuntungan, maka dari itu sebagai perusahaan 
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yang baik, harus peduli terhadap masyarakat 

sebagaimana mestinya dan tidak mengambil 

keuntungan semata. Meski perusahaan didirikan 

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan 

sebanyak-banyaknya, tetapi  juga harus 

mementingkan kepentingan pihak lain. Menurut 

Busyra Azheri, perusahaan bukan lagi sebagai 

entitas yang hanya mementingkan diri sendiri 

�VHO¿VK�� GDQ�DWDX� HNVNOXVLYLWDV� GDUL� OLQJNXQJDQ�

masyarakat, tetapi sebagai sebuah entitas badan 

hukum yang wajib melakukan adaptasi sosio 

kultural dengan lingkungan dimana ia berada, 

serta dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya 

subjek hukum pada umumnya (Busyra Azheri, 

2012: 5).Pertangungjawaban oleh perusahaan 

ini lah yang dimaksud dengan Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social 

Responsibility (CSR).Elkington mengemukakan 

dalam buku karangan A.B. Susanto (A. B. 

Susanto, 2007: 44) bahwa tangung jawab sosial 

perusahaan/CSR adalah: suatu keadaan dimana 

sebuah perusahaan yang menunjukkan tanggung 

jawab sosialnya akan memberikan perhatian 

NHSDGD�SHQLQJNDWDQ�NXDOLWDV�SHUXVDKDDQ��SUR¿W���

masyarakat, khususnya komunitas sekitar 

(people); serta lingkunan hidup (planet).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR 

merupakan kepedulian perusahaan yang didasari 

tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah triple 

ERWWRP�OLQHV��\DLWX�3UR¿W��SHUXVDKDDQ�WHWDS�KDUXV�

berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi 

yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan 

berkembang. People, perusahaan harus memiliki 

kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. 

Planet, perusahaan harus peduli terhadap 

lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman 

hayati. Kini semakin diakui bahwa perusahaan 

sebagai pelaku bisnis, tidak akan bisa terus 

berkembang jika menutup mata atau tidak mau 

tahu dengan situasi dan kondisi lingkungan 

sosial tempat ia berdiri. Dalam kaitan itulah 

penerapan tanggung jawab sosial perusahaan/

CSR dipandang sebagai sebuah keharusan (Bing 

Bedjo Tanudjaja, 2006: 95).

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang 

terletak di Surabaya, merupakan perseroan yang 

berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang 

Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (UU BUMN), menyatakan 

“turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan 

kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, 

koperasi, dan masyarakat”. Berdasarkan hal ini 

maka diterbitkannya peraturan yang lebih khusus 

yaitu Peraturan Menteri (PERMEN) Nomor PER-

07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan 

Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha 

Kecil dan Program Bina Lingkungan. Program 

Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL). 

Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan 

(PKBL) inilah yang menjadi bentuk dari Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan/CSR dilaksanakan oleh 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan latar belakang masalah 

diatas, dalam jurnal ini penulis akan membahas 

bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial 

perusahaan/CSR di PT. Pelabuhan Indonesia III 

(Persero) menurut Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara? 

Kendala-kendala apa saja yang timbul dalam 

pelaksanaan tangung jawab sosial perusahaan/

CSR di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero),  

serta bagaimana penyelesaian terhadap kendala-

kendala tersebut?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian 

hukum empiris yaitu penelitian menggunakan 

fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku 

manusia.Dalam penelitian empiris, yang diteliti 

pada awalnya adalah data sekunder untuk 

kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap 

data primer di lapangan atau masyarakat 

(Soerjono Soekanto, 2010: 52). Data dipergunakan 

dalam penelitian adalah data primer dan tersier. 

Data primer diperoleh dan dikumpulkan secara 

langsung dari lapangan yang menjadi obyek 

penelitian atau diperoleh melalui wawancara 

dengan Staf Pelaksana Kegiatan PKBL PT. 

Pelabuhan Indonesia III (Persero). Data sekunder 

adalah data yang didapat dari keterangan atau 

pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara 

tidak langsung antara lain mencakup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian 

yang berwujud laporan (Soerjono Soekanto, 

2010: 12).Data tertier, yaitu data yang bertujuan 

memberikan petunjuk maupun penjelasan atau 

bersifat menunjang  terhadap bahan primer dan 

sekunder (Soerjono Soekanto, 2010:25). Data 

yang telah terkumpul disusun menggunakan 

teknik analisis kualitatif dengan interaktif model 

yaitu komponen reduksi data dan penyajian 

data dilakukan bersama dengan pengumpulan 

data, kemudian setelah data terkumpul maka 

tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila 

kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada 

YHUL¿NDVL�GDQ�SHQHOLWLDQ�NHPEDOL�PHQJXPSXONDQ�

data lapangan (H.B. Sutopo, 2006: 119).
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C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Pe-

rusahaan/CSR di PT. Pelabuhan Indonesia 

III (Persero)

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

adalah merupakan salah satu Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) mempunyai kewajiban 

ikut berperan serta menunjang program 

pemerintah dalam rangka melaksanakan 

program Kemitraan untuk mendorong 

dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi 

kerakyatan dan pemerataan pembangunan 

melalui perluasan lapangan kerja dan 

kesempatan berusaha bagi Usaha Kecil.

Kepedulian kepada masyarakat sekitar 

komunitas dapat diartikan sangat luas, 

namun secara singkat dapat dimengerti 

sebagai peningkatan partisipasi dan posisi 

organisasi di dalam sebuah komunitas 

melalui berbagai upaya kemaslahatan 

bersama bagi organisasi dan komunitas.  

Tanggung Jawab sosial bukan hanya sekedar 

kegiatan amal, dimana Tanggung Jawab 

Sosial mengharuskan suatu perusahaan 

dalam pengambilan keputusannya agar 

dengan sungguh-sungguh memperhitungkan 

akibatnya terhadap seluruh pemangku 

kepentingan (stakeholder) perusahaan, 

termasuk lingkungan hidup.

Peraturan tentang Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan/CSR diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 

tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 

2 ayat (1) huruf e menyebutkan: “turut 

aktif memberikan bimbingan dan bantuan 

kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, 

koperasi,dan masyarakat”. Berdasarkah hal 

ini maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara 

BUMN No.PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 

Mei 2015 tentang Program Kemitraan Badan 

Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan 

Program Bina Lingkungan. Dimana Program 

Kemitraan dan Program Bina Lingkungan 

(PKBL) merupakan bentuk tanggung jawab 

sosial perusahaan/CSR yang dilaksanakan 

oleh Badan Usaha Milik Negara. Program 

Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, 

dipaparkan sebagai berikut:

a. Program Kemitraan

1) Pengertian

Program Kemitraan adalah 

kegiatan pemberdayaan masyara-

kat (people) yang berada di sekitar 

wilayah perusahaan untuk mening-

katkan kemampuan Mitra Binaan 

agar menjadi tangguh dan man-

diri melalui pemberian sebagian 

NHXQWXQJDQ� �SUR¿W�� GDODP� EHQWXN�

pinjaman dan atau hibah. Dengan 

program ini diharapkan terjadinya 

peningkatan kemandirian, keber-

samaan, dan kewirausahaan Mitra 

Binaan untuk berkarya dengan 

prakarsa sendiri.

2) Sasaran

Sasaran Program Kemitraan 

Perusahaan adalah Calon Mitra Bi-

naan yang tergolong sebagai Usaha 

Mikro dan Usaha Kecil dengan skala 

prioritas berdasarkan wilayah.

3) Tujuan

a) Mewujudkan struktur perekono-

mian nasional yang seimbang, 

berkembang dan berkeadilan;

b) Menumbuhkan dan mengem-

bangkan kemampuan Mitra 

Binaan menjadi usaha yang 

tangguh dan mandiri;

c) Meningkatkan peran Mitra 

Binaan dalam pembangunan 

daerah, pembangunan na-

sional, penciptaan lapangan 

kerja, pemerataan pendapatan, 

pertumbuhan ekonomi, dan 

pengentasan rakyat dari ke-

miskinan.

4) Bentuk Dana Kemitraan

a) Pinjaman, untuk membiayai 

modal kerja dan atau pembe-

lian aktiva tetap dalam rangka 

meningkatkan produksi dan 

penjualan.

b) Pinjaman Khusus

 Membiayai kebutuhan dana 

pelaksanaan kegiatan usaha 

Mitra Binaan yang bersifat 

pinjaman tambahan dan ber-

jangka pendek dalam rangka 

memenuhi pesanan dari rekan-

an usaha Mitra Binaan maksi-

mal 1 (satu) tahun dan tidak 

mendapat masa tenggang;

c) Beban Pembinaan/Hibah:

(1) Untuk membiayai pendi-

dikan, pelatihan, pema-

gangan, pemasaran, pro-

mosi, dan hal-hal lain yang 

menyangkut peningkatan 

produktivitas Mitra Binaan 

serta untuk pengkajian/
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penelitian yang berkaitan 

dengan Program Kemi-

traan;

(2) Beban pembinaan bersi-

fat hibah dan besarnya 

maksimal 20% (dua puluh 

persen) dari dana Program 

Kemitraan yang disalurkan 

pada tahun berjalan. Sisa 

dana Pembinaan pada 

tahun berjalan dapat digu-

nakan untuk tahun-tahun 

berikutnya;

(3) Beban Pembinaan hanya 

dapat diberikan kepada 

atau untuk kepentingan 

Mitra Binaan.

Tabel 1. Bentuk Program Kemitraan

dan Contoh Kegiatan 

Bentuk Dana 

Kemitraan
Contoh Kegiatan

Pin jaman un tuk 

membiayai modal 

kerja dan/atau pem-

belian aset tetap 

dalam rangka me-

ningkatkan produksi 

dan penjualan

PT. Pelabuhan Indonesia III 

(Persero) memberikan pinja-

man kepada Mitra Binaan (UKM 

dan Koperasi) untuk membiayai 

modal serta memberikan pin-

jaman guna pembelian aset 

tetap Mitra Binaan (UKM dan 

Koperasi).

Pinjaman khusus PT. Pelabuhan Indonesia III 

(Persero) memberikan pinjaman 

kepada Mitra Binaan (UKM dan 

Koperasi) yang kekurangan 

dana dalam pemenuhan order/

pesanan. 

Beban Pembinaan PT. Pelabuhan Indonesia III 

(Persero) membiayai pendi-

dikan dan pelatihan kepada 

Mitra Binaan untuk pemasaran 

produk, serta membiayai pema-

saran hasil produksi dari Mitra 

Binaan dalam acara pameran.

b. Program Bina Lingkungan

1) Pengertian

Program Bina Lingkungan 

adalah program pemberdayaan 

kondisi sosial masyarakat oleh 

BUMN yang sumber dananya dapat 

berasal dari bagian lama BUMN.  

Program Bina Lingkungan dilak-

sanakan sebagai bentuk kepedu-

lian PT. Pelabuhan Indonesia III 

(Persero) terhadap kondisi sosial 

masyarakat sekitar perusahaan. 

Melalui program Bina Lingkungan 

tersebut diharapkan kondisi ma-

syarakat sekitar perusahaan dapat 

diberdayakan dan dikembangkan 

menuju kemandirian dan sinergi. 

Bagi PT. Pelabuhan Indonesia III 

(Persero), pelaksanaan program 

Bina Lingkungan diharapkan dapat 

memberikan kontribusi positif dalam 

pembentukan corporate image dan 

opini masyarakat terhadap eksis-

tensi perusahaan, sehingga dalam 

jangka panjang dapat tercipta iklim 

yang kondusif terhadap kegiatan 

usaha dan pengamanan aset peru-

sahaan (assets safeguarding).

2) Sasaran

Sasaran Program Bina Ling-

kungan adalah masyarakat sekitar 

perusahaan dengan sifat bantuan 

untuk pemberdayaan masyarakat, 

sehingga diharapkan terciptanya 

pola hubungan yang harmonis dan 

bersifat mutualisme (saling mengun-

tungkan) yaitu dengan terciptanya 

iklim yang kondusif bagi kelang-

sungan kegiatan usaha dan penga-

manan aset perusahaan.

3) Ruang Lingkup

Ruang lingkup Program Bina 

Lingkungan berpedoman pada 

Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri 

Negara BUMN Nomor: PER-07/

MBU/05/2015, yaitu:

a) Bantuan korban bencana alam

b) Bantuan pendidikan dan/atau 

pelatihan

c) Bantuan peningkatan kesehatan

d) Bantuan pengembangan prasa-

rana dan/atau sarana umum

e) Bantuan sarana ibadah

f) Bantuan pelestarian alam

g) Bantuan Sosial Kemasyarakatan 

Dalam Rangka Pengentasan 

Kemiskinan;

Tabel 2. Ruang Lingkup Program Bina 

Lingkungan dan Contoh Bentuk Kegiatan

Ruang Lingkup Contoh Bentuk Kegiatan

Bantuan korban 

bencana alam

Bantuan pipa PVC bagi warga kor-

ban erupsi gunung kelud, Malang, 

Jawa Timur

Bantuan pendi-

dikan dan/atau 

pelatihan

Beasiswa pendidikan yang di-

berikan kepada Danial Aziz yang 

menempuh kuliah di Universitas 

Trunojoyo Bangkalan, Bangkalan, 

Jawa Timur
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Ruang Lingkup Contoh Bentuk Kegiatan

Bantuan pening-

katan kesehatan

Bakti sosial operasi bibir sumb-

ing yang diberikan kepada warga 

sekitar PELINDO III Banjarmasin, 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan

B a n t u a n 

pengembangan 

prasarana dan/

a t a u  s a r a n a 

umum

Pengadaan Ambulance yang di-

berikan kepada Yayasan Peduli 

Kanker Anak Indonesia, Surabaya, 

Jawa Timur

Bantuan sarana 

ibadah

Renovasi Mushola Baitul Mustofa, 

Trenggalek, Jawa Timur

Bantuan peles-

tarian alam

Penghijauan yang dilakukan di 

daerah sekitar PELINDO III Cabang 

Kumai, Kumai, Kalimantan Tengah

Bantuan sosial 

kemasyarakatan 

dalam rangka 

p e n g e n t a s a n 

kemiskinan

Sembako untuk warga kurang 

mampu di daerah sekitar PELIN-

DO III cabang Celukan Bawang, 

Sampit, Kalimantan Tengah

Berdasarkan hasil penelitian, 

PT.  Pelabuhan Indonesia I I I 

(Persero) telah melaksanakan 

tanggung jawab sosial perusahaan/

CSR sesuai dengan amanat Pasal 

2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 

2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara, yang diatur secara khusus 

melalui Peraturan Menteri Badan 

Usaha Milik Negara Nomor PER-

07/MBU/05/2015 tentang Program 

Kemitraan Badan Usaha Milik 

Negara dengan Usaha Kecil dan 

Program Bina Lingkungan. Dengan 

menggunakan Pasal 2 Peraturan 

Menteri Badan Usaha Milik Negara 

Nomor PER-07/MBU/05/2015 

sebagai dasar pelaksanaan, serta 

Pasal 11 Peraturan Menteri Badan 

Usaha Milik Negara Nomor PER-07/

MBU/05/2015 sebagai pedoman 

pelaksanaan Program Kemitraan 

dan Program Bina Lingkungan.

2. Kendala-Kendala yang Timbul dalam 

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Pe-

rusahaan/CSR di PT. Pelabuhan Indonesia 

III (Persero), serta Solusinya

Pelaksanaan sebuah program sudah 

hal yang lumrah apabila terdapat kendala-

kendala yang muncul. Sehingga dalam 

pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan 

baik. Demikian pula dengan PT. Pelabuhan 

Indonesia III (Persero). Kendala-kendala 

tersebut, yaitu:

a. Kendala-Kendala yang timbul dalam 

pelaksanaan tanggung jawab sosial 

perusahaan/CSR di PT. Pelabuhan 

Indonesia III (Persero)

1) Program Kemitraan

a) Kesulitan mencari Mitra Binaan

Program Kemitraan yang beru-

pa kegiatan memberikan pinjaman 

kepada Mitra Binaan, dimana pinja-

man yang diberikan maksimal sebe-

sar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) jumlah tersebut dianggap 

terlalu kecil oleh masyarakat. Hal 

ini mengakibatkan masyarakat tidak 

tertarik dengan Program Kemitraan 

ini, sehingga PT. Pelabuhan Indo-

nesia III (Persero) kesulitan mencari 

Mitra Binaan.

b) Kesulitan mencari data mengenai 

pinjaman Mitra Binaan tahun 2000 

ke belakang

Perubahan-perubahan per-

aturan mengenai tanggung jawab 

sosial perusahaan/CSR bagi Badan 

Usaha Milik Negara berdampak 

pada perubahan dalam pelaksanaan 

tangung jawab sosial perusahaan/

CSR demikian pula perubahan 

dalam penyusunan laporan. Hal ini 

mengakibatkan terpencarnya data-

data pelaksanaan tanggung jawab 

sosial perusahaan/CSR, sehingga 

data-data tahun 2000 ke belakang 

terpencar dengan data yang seka-

rang.

c) Tidak diperbolehkan sita anggunan

Program Kemitraan yang berupa 

memberikan pinjaman kepada Mitra 

Binaan tidak diperbolehkan sita 

anggunan apabila Mitra Binaan tidak 

dapat mengembalikan pinjaman. 

Hal ini dikarenakan PT. Pelabuhan 

Indonesia III (Persero) bukan 

merupakan badan keuangan

d) Presepsi masyarakat yang berang-

gapan bahwa Program Kemitraan 

adalah sumbangan atau hibah 

(Salah presepsi dari masyarakat)

Masyarakat beranggapan bah-

wa Program Kemitraan merupakan 

bentuk sumbangan atau hibah dari 

perusahaan. Hal ini dikarenakan 

tidak adanya jaminan dalam prose-

dur peminjaman. Sehinga banyak 

masyarakat yang tidak mempunyai 

itikad baik untuk mengembalikan 
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 pinjaman dari Program Kemi-

traan ini.

2) Program Bina Lingkungan

Kendala dalam pelaksanaan 

Program Bina Lingkungan adalah 

kesulitan dalam survey tempat yang 

membutuhkan bantuan.

b. Solusi terhadap kendala-kendala yang 

timbul

1) Program Kemitraan

a) Berusaha mencari Mitra Binaan

Program Kemitraan pada 

intinya adalah program untuk 

memberikan pinjaman kepada 

Mitra Binaan untuk meningkat-

kan produksi dan penjualan. PT. 

Pelabuhan Indonesia III (Per-

sero) kesulitan untuk mencari 

Mitra Binaan dikarenakan be-

sarnya pinjaman yang diberikan 

terlalu kecil. Berdasarkan hal ini 

solusi PT. Pelabuhan Indonesia 

III (Persero) dalam menghadapi 

kendala tersebut yaitu tetap 

mencari Mitra Binaan yang 

mau dengan jumlah pinjaman 

maksimal Rp. 50.000.000,- 

(lima puluh juta rupiah).

b) Tetap berusaha mencari data 

pinjaman Mitra Binaan tahun 

2000 ke belakang

Salah satu kendala yang 

timbul dalam pelaksanaan tang-

gung jawab sosial perusahaan/

CSR di PT. Pelabuhan Indone-

sia III (Persero) yaitu kesulitan 

mencari data pinjaman Mitra 

Binaan tahun 2000 ke be-

lakang. Solusi yang diberikan 

PT. Pelabuhan Indonesia III 

(Persero) dalam menghadapi 

kendala tersebut adalah tetap 

berusaha mencari data pinja-

man Mitra Binaan tahun 2000 

ke belakang, pencarian dilaku-

kan melalui data-data serta 

arsip-arsip yan terdapat pada 

komputer di Kantor Pusat PT. 

Pelabuhan Indonesia III (Per-

sero).

c) Tetap menagih secara persuasif

PT. Pelabuhan Indonesia 

III (Persero) bukan merupakan 

badan keuangan, dalam mem-

berikan pinjaman terhadap Mitra 

Binaan PT. Pelabuhan Indone-

sia III (Persero) tidak meminta 

jaminan. Hal ini menyebabkan 

tidak bisanya melakukan sita 

anggunan terhadap Mitra Bi-

naan yang tidak mengemba-

likan pinjaman. Solusi dalam 

menghadapi kendala tersebut 

yaitu tetap menagih secara 

persuasif terhadap Mitra Binaan 

yang tidak mempunyai niat 

mengembalikan pinjaman.

d) Tetap menagih secara persuasif

Kendala lain dalam Pro-

gram Kemitraan yaitu Presepsi 

masyarakat yang beranggapan 

bahwa Program Kemitraan 

adalah sumbangan atau hibah. 

Hal ini dikarenakan pinjaman 

dalam Program Kemitraan 

tidak disertai dengan jaminan. 

Sehingga mengakibatkan Mitra 

Binaan memiliki presepsi tidak 

mempunyai kewajiban untuk 

mengembalikan. Solusi dalam 

menghadapi kendala ini adalah 

tetap menagih secara persuasif 

kepada Mitra Binaan yang tidak 

mengembalikan pinjaman.

2) Program Bina Lingkungan

Kendala yang dihadapi PT. 

Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

dalam melaksanakan Program Bina 

Lingkungan yaitu kesulitan dalam 

survey tempat yang membutuhkan 

bantuan. Solusi PT. Pelabuhan Indo-

nesia III (Persero) dalam mengha-

dapi kendala tersebut yaitu dengan 

cara menyewa driver ataupun travel.

D. Simpulan

1. Pelaksanaan tanggung jawab sosial 

perusahaan/CSR pada PT. Pelabuhan 

Indonesia III (Persero) telah sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 

tentang Badan Usaha Milik Negara. Hal ini 

dituangkan dalam peraturan khusus melalui 

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik 

Negara Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang 

Program Kemitraan Badan Usaha Milik 

Negara dengan Usaha Kecil dan Program 

Bina Lingkungan. Sehingga pelaksanaan 

tanggung jawab sosial perusahaan/CSR 

pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

berbentuk Program Kemitraan dan Program 

Bina Lingkungan, yang dibagi sebagai berikut:
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a. Program Kemitraan

1) Pinjaman untuk membiayai modal 

kerja dan atau pembelian aktiva 

tetap dalam rangka meningkatkan 

produksi dan penjualan;

2) Pinjaman khusus, membiayai 

kebutuhan dana pelaksanaan 

kegiatan usaha Mitra Binaan yang 

bersifat pinjaman tambahan dan 

berjangka pendek;

3) Beban pembinaan

b. Program Bina Lingkungan

1) Bantuan korban bencana alam;

2) Bantuan pendidikan dan/atau 

pelatihan;

3) Bantuan peningkatan kesehatan;

4) Bantuan pengembangan prasarana 

dan/atau sarana umum;

5) Bantuan sarana ibadah;

6) Bantuan pelestarian alam; serta

7) Bantuan sosial kemasyarakatan 

dalam rangka pengentasan kemis-

kinan

2. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksa-

naan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR 

di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang 

berbentuk Program Kemitraan dan Program 

Bina Lingkungan, dibagi menjadi dua yaitu:

a. Program Kemitraan

1) Sulitan mencari Mitra Binaan

2) Kesulitan mencari data mengenai 

pinjaman Mitra Binaan tahun 2000 

ke belakang

3) Tidak diperbolehkan sita anggunan

4) Presepsi masyarakat yang berang-

gapan bahwa Program Kemitraan 

adalah sumbangan atau hibah 

(Salah presepsi dari masyarakat)

b. Program Bina Lingkungan

Kendala dalam pelaksanaan Pro-

gram Bina Lingkungan adalah kesulitan 

dalam survey tempat yang meminta 

bantuan.

Dalam menghadapi kendala-kendala 

dalam pelaksanaan Program Kemitraan 

dan Program Bina Lingkungan (PKBL), 

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

memberikan solusi, yaitu:

a. Program Kemitraan

1) Berusaha mencari Mitra Binaan 

yang berkenan

2) Tetap berusaha mencari data 

pinjaman Mitra Binaan tahun 2000 

ke belakang

3) Tetap menagih kepada Mitra Binaan 

yang tidak mengembalikan pinjaman

4) Menagih secara persuasif serta 

memberi penjelasan bahwa Program 

Kemitraan bukan merupakan 

sumbangan

b. Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan yang 

kesulitan dalam survey tempat yang 

meminta bantuan, PT. Pelabuhan 

Indonesia III (Persero) menyewa diver 

aatau travel untuk memudahkan dalam 

survey tempat.

E. Saran

Hendaknya PT. Pelabuhan Indonesia III 

(Persero) meningkatkan pelaksanaan tanggung 

jawab sosial perusahaan/CSR. Peningkatan 

bukan berarti mengingkatkan kuantitas dalam 

pelaksanaan, melainkan meningkatkan dalam hal 

HIHNWL¿WDV� SHDNVDQDDQ��6HKLQJJD� SHODNVDQDDQ�

tanggung jawab sosial perusahaan/CSR dapat 

berjalan dengan lancar di kedua program dan 

semua wilayah.

Sebaiknya dalam menghadapi kendala yang 

timbul dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial 

perusahaan/CSR kantor pusat meminta bantuan 

kepada kantor cabang. Hal ini dapat dilakukan 

dengan cara meminta kantor cabang untuk 

melakukan survey tempat yang membutuhkan 

bantuan. Dengan demikian pelaksanaan tanggung 

jawab sosial perusahaan/CSR akan lebih efektif.
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